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tr.

KEPALA DESADUKIT PEMUATAN,

bahwa berdasarkan keteniuan Peraturan Bupath Tebo
Notmor Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa, Kepals Desa  menetapkan Peraturan
Pesa tentung Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APRDeza);

bahwa Peraturan Dess tentang Anpgaran Pendapeatan dan
Belanja Desa (APBDesa) scbagmimana dimaksud pada
nuruf a, telah  dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyawaratan Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnalkaud
pada hurd o dan huraf b perla menctapkan Peraturan
Desa Bukit pcmuatan ientangAnggaran Pendapatan don
Belanja Desa [APBDesa) menjadi Peraturan Desa Bulil
Pemuslan tentang Anggatan Pendapatan dan Pelanja
Desa (APBDesa) Dess Tabun Anggaran 2020 .

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentuksn Kabupaten Sarolangun, Kebupaten Tebo,
Katiupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republk
Indonesia Momor 3903) scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor i4 Tahun 2000  tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1959
tentans Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Eabupaten
Teho, Kabupaten Muare Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor &1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3964);

Undang-Undang Nomer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Megara (Lembaran Negara Repunlik Indonesia Tahun 2003
Nomor @7, Tambshan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomar 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tshun 2004 teniang
Perbendaharapn Negara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negars, Republik Indonesia Nomor 43535);

Lindang-Undeng Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan
{(Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tabun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 523534);

Undang Undang Nomor & Tahun 2014 tcntang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Normor
i Tambahan Lembaran Negara Republii Indonesia Nomor
2493k

Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 fentang
Memcrintahan  Paerah  [Lembaran  MNegara Republik
indoncsia Tahun 2014 Nomoeor 244, Tambahan Lembaran
Wegara Republik Indonesia Nomaor 5587) sehagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Ataz Undang-Undanpg Nomor 22 Tahun 2014 tentang
Pernerinluhan  Daerah  (Lembaman Negara  Republik
Indonesia Tabun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pomerintah Momor 43 Tahun 2014 tentang
Peraiuran Pelaksanaan Undanpg-Undag WNomor 6 Tahun
2014 tentang Desa [Lembaran Negara Hepublik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambaban Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5534%) sebagaimana tclah diubah
denpan Peraturan Pernerintah Normor 47 Tahun 2015
tmltanfg Perubahan Atas Pomburan Pemenntah Momor 43
Tahun 2014 tentang Peratiran Pelaksausan Undang-Undlag
Nomeor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lombaran Negam
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3717),;

Feraturan Femenntah Nomeor 60 Tshun 2004 tenang
tentang Dena Desa Yang Bersumber Dari Anggsran
Pendapatan dan Belanja Negora [(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 2014 Nommor 168, Tambahan
Lembaran Nepgara Republik Indonesia Nomor  5558)
sehagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 wentang Dana Desa
vany bersumber dati Anggaran Pendapoatan dan Belanja
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tabnan 2015
Nomor &8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Tndanesia Nomor 5694);

Foraturan Menterl Dalam Negernn Nomar 111 Tehun 2014
tentang Pedoman Teknig Peratiran Di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Peroturan Menteri Dalam Neperi Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 lentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Huak Asal Usul dan Kewenagan
Lokal Berskala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tabun 2016
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tentang Kewenangan Desa [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peralurann Kepala  Lembages Kebijakan  Pengadaan
Barang/.Jasa Pemerintah Nomar 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
Megara Hepublik Indonesgia Tahnn 2013 Nomer 1367)
scbagimana telah dinbah denpan Peraturan Kepala
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Nomor 22 Tahun 20135 tentang perubahan atas Peraluran
Kepala Lembaga Kebijakan Nomar 13 Tahun 2013 tentang
Pengadaan Barang fJasa di Desa [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20135 Momar 1506);

. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daeral Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang
Penerapan Prionlas Pengrunaan Dana Desa Tahun 2017,

Perafuran Daerah Kabupaten Teho Nomor 15 Tahun 2012
tentang Badan Permusyvawaratan Desa {Lembaran Dasrah
RKabupaten Tebo Tahun 2012 Momor 13);

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 16 Tabhun 2012
tentang Sumber Pendapatan Desa {Lembaran Dacrah
Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 16};

Peraturan Dacrah Kabupaten Tebo Nomor 17 Tahun 2002
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Peranglat
Desa (Lembaran Dacerah Kabupaten Tebo Tahun 2012
MNomor 17

Peraturan Daerah Kabvpatenr Tebo Nomer 1 Tahun 2014
tentang Pokok Pokok Pengelolaan Heuvesnpan Daersh
[Lermbaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);

Peraturan Daerah KEabupaten Tcbo Nomor .... Tahun 20...
lentang Pedoman Pembentukan (Organisasi dan Tata Kerja
PemenniahDess.  Serla Pengangkatan Perangkat Desa
Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 20,. Nomor ...);

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor  Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daetah
Kabupsien Tebo Tahun Anpggaran 2018 (Lembaran Dacrab
Kabupaten Tebo Tahun 2017 Norno: |,

Peraturan Bupar Tebo Nomor 5 Tahun 2016 teneang Tata
Cara Penpgadaan Barang/Jasa di Desa [Berita Daerah
Kabupaten: Tebo Tahun 2016 Nomor ),

Peraluran Bupati Tebo Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usol dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa {Berita Daerah
Eabupaten Teba Tahun 2020 Nomor 13);

Peraturan Bupati Tebo Nomoer 2 Tabun 2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuvanpsn Desa (Berita Dacrab
Eabupaten Tebw Tahun 2018 Nomeor 2);

Peraturan Bupati Tebo Nomor 202 Tahun 2020 eEntang
Pernhagian den penetapan rincian Dlokasi Dana Desa
dalam kabupaten Tebo[Berita Dacrah Kabupaten Teba
Tahun 2020 Namor 202);

Prraturan Bupati Tebo Nomor Tahun 2020 lentang

Pedoman Pedoman Penyusunan Anpsaran Pendapatan
Dan Belanja Desa  [APB  Desa)Tahun Anggacan




2020(Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tabun 2020
Nomor | Yang ielab diubah dengan Peraluran Bupat Tebo
Mormor Tabun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Tebo Nomeor  Tahun 2020 Temang Pedoman
Penyusunan Angearan Pendapatan Dan Belanja Desa

~  [AFE Desa] Tahun Anpgsran 2020[Berita Derah Kobupaten
Tebo Tahun 2020 Nomor );

Dengan Ecsepakatan Bersama

BADAN PEMUSYAWARATAN DESABUKITPEMUATAN
dan
REPALA DESA BUKIT PEMUATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESABUEIT PEMUATAN KECAMATANSERAI
SERUMPUN KABUPATEN TEBO TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APE Desa| TAHUN
ANGGARAN 2020

Pazal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian
sebagai berikut:
1. Pendapatan Dess :

a. Pendapatan Aslk Desa Ep. D00, 000

b. Pendapatan Transfer Ep. 1.5664.800.380

£. Pendapatan lain-lain Ep.

Jumlab Pendapatan Rp

f. Belanja Desa :
a. Bidang Penyelengparaan Pemerinlah Desa Rp. 437.362.760

b, Bidany Pembangunat Kp. 889.777.000

c. Bidang Pcmbinaan Kemasyarakalan Rp. 159460620

d. Bidung Pf:mhf:rdaj.raﬂh Masyarakat Rp. 80,200,000

e. Bidang Tal Terduga 4 2 PR
Jumiah Belanja : Rp. 1.066.800.380
Surplus/ Defisit Rp.

Ir. Pembiavaan Desa
a. Penerimasn Pembaayaan Rp.
b. Pengeluaran Pembiayasn L4 4 P e Py PR
Selisih Pembiayaan {a— b | Rp.




Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenal Angpgaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimelesud Pagal 1, tercantum dalam tampiran Peraturan Deza mi

berupa Rincian Struktar Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3
Lampiran-lampiran scbagsamana dimaksud dalam Pasal 2 merapaken bagan
yvang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Persturan Kepala Desa danfatan Keputusan Kepala
Desa puna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5
Peraturan Desa ini mmalai berlaku pada tanggal diimdangkan,

Agar settap orang dapat mengetshw, memenntahkan pengundangan
Peraturan Desa ind dalam Lembaran Desa oleh Sckretaris Desa.

Ditetapkan 41 Bukit pemualan
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Diundangkan di Bukit Pemnatan
pada lengga19 Maret 2020

LEMEBARAN DESA BUKIT PEMUATAN KEC. SERAI SERUMPUN KAB. TEBO
TAHUN 2020 NOMOR ..,
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